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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada 

hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya 

untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan 

cita-cita masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih sejahtera.  

Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi (Pasal 1 ayat (8) UU nomor 23 Tahun 

2014).  

Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah mempunyai 

kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah kini lebih 

leluasa dalam mengelolah serta meningkatkan potensi yang di miliki daerahnya termasuk 

sumber daya manusia. Sehingga pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam 

menjamin hak masyarakatnya, dikarenakan pemerintah daerah yang lebih dekat secara 

wilayah serta memahami dan mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, dalam hal 

ini kebutuhan dasar masyarakat yakni di bidang pendidikan. Hal ini tentunya sesuai dengan 

peranan pemerintah sebagai edukasional yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

dalam membangkitkan kemampuan dan kesadarannya guna memecahkan berbagai masalah 

yang dihadapinya dengan ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki.  

Pada era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan merupakan suatu kebutuhan 

primer. Orang-orang berlomba untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin dan 

untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS). Hal ini dilakukan 



 
  

  

agar dapat mengarungi kehidupan yang serba canggih dan dapat mengikuti kuatnya 

pengaruh globalisasi yang merambah seluruh bidang kehidupan.  

Pendidikan merupakan tiang pucang kebudayaan dan fondasi utama untuk 

membangun peradaban sebuah bangsa. Arti penting kesadaran pendidikan menentukan 

kualitas kesejahteraan sosial lahir batin masa depan. Pendidikan memiliki peranan strategis 

menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan. Pendidikan sebagai salah 

satu kunci penting dalam proses perkembangan untuk memajukan suatu bangsa, dapat 

dikatakan demikian manakala tingkat pendidikan suatu negara dikatakan tinggi, setidaknya 

peradaban dan pola pikir masyarakat di negara tersebut haruslah tinggi pula. 

Dirasakan atau tidak, pendidikan merupakan faktor penting dalam memartabatkan 

negara maupun meningkatkan kemajuan secara majemuk sebuah negara. Tanpa pendidikan, 

kemajuan sebuah bangsa akan semakin pudar tergerus oleh maraknya perkembangan zaman 

yang menuntut pemahaman keilmuan yang satu-satunya jalan adalah dengan meningkatkan 

taraf pendidikan tersebut. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Menurut 

Ki Hajar Dewantara, Pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak 

itu, agar sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah  mendapat keselamatan 

dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1962). 

Pendidikan dapat juga diartikan sebagai perbuatan mendidik dan pengetahuan tentang 

mendidik. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai 

dengan  nilai-nilai dan budaya masyarakat. Pendidikan secara lebih luas dapat  diartikan 



 
  

  

sebagai sebuah proses timbal balik dari pribadi-pribadi manusia dalam menyesuaikan diri 

dengan manusia lain dan dengan alam semesta. 

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pendidikan sebagai salah satu investasi masa 

depan adalah suatu usaha yang sangat memegang perenan penting. Pendidikan akan 

menjadikan masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang cerdas dan dapat 

memanfaatkan dan menyikapi seluruh kesempatan dalam memenuhi dan memperjuangkan 

kehidupan.  

Hal ini juga sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 pada salah satu butir yang tercantum disana dijelaskan bahwa adanya 

pencerdasan kehidupan bangsa, jelas ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang besar.  

Bagaimana respon pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi hal tesebut, karena secara 

tidak langsung orang yang tidak mengenyam pendidikan ataupun sudah dapat mengenyam 

akan tetapi putus di tengah jalan, bisa saja berasal dari anak-anak yang cerdas ataupun lebih 

dari itu. Akan tetapi terlepas dari hal itu, harus dicarikan solusi yang tepat untuk 

mengatasinya. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan utama yang tak 

dapat dikesampingkan, sebab pendidikan akan membentuk sikap mental manusia kepada 

perilaku budi pekerti luhur yang dapat membentuk keperibadian utama. Hal ini jelas telah di 

amanatkan oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) bahwa Setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan.  

Pengelolaan pendidikan berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. 

Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang 

lebih luas kepada daerah untuk membuat perncanaan dan mengambil keputusannya sendiri 

dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan (Abdul Halim, 

2001:15).  



 
  

  

Desentralisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendelegasikan 

sebagian atau seluruh wewenang di bidang pendidikan yang seharusnya dilakukan oleh unit 

atau pejabat pusat kepada unit atau pejabat di bawahnya, atau dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah, atau dari pemerintah kepada masyarakat. Salah satu wujud dari 

desentralisasi ialah terlaksananya proses otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan.  

Dapat diartikan bahwa program desentralisasi pendidikan dengan kewenangan dan 

sumber dana finansial yang lebih besar merupakan jalan terang bagi pemerintahan kabupaten 

dan kota dalam menyikapi segala permasalahan yang ada, baik itu dalam pemerintahan, 

maupun dalam bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan dapat 

membuat program-program dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Serta 

mendorong terjadinya proses otonomi baik pada pemerintah daerah maupun pada setiap 

satuan pendidikan agar memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan 

pendidikan yang bermutu, adil dan merata bagi setiap masyarakat.  

Agar setiap daerah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif 

tidak ketinggalan jauh dari daerah daerah lainnnya, anggaran yang bersumber dari 

pemerintah pusat (APBN) di antaranya yang disalurkan melalui berbagai skema akan 

berfungsi sebagai faktor penyeimbang sehingga masyarakat di setiap daerah dapat menerima 

pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan adil.   

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebenarnya sudah 

mengamanatkan tentang pentingnya alokasi anggaran dana untuk pembiayaan dan 

pembangunan pendidikan ini. Dalam pasal 49 ayat (1) dikemukakan bahwa “Dana 

pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dilalokasikan minimal 20% 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 

20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, amanat yang jelas-



 
  

  

jelas memiliki dasar dan payung hukum tersebut dengan berbagai dalih dan alasan belum 

terlaksana secara maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak bisa mengeyam 

pendidikan di bangku sekolah. 

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga 

negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah (PP Nomor 47 

Tahun 2008 tentang wajib belajar). Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan 

minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat 

hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

Kebijakan program pendidikan minimal tersebut juga didukung dengan Peraturan 

Gubernur Sumatera Selatan nomor 31 tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan 

program sekolah gratis di Provinsi Sumatera Selatan. Program Sekolah Gratis (PSG) yang 

diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditujukan untuk proses belajar 

mengajar, karena dana yang dikeluarkan oleh Bantuan Opreasional Sekolah (BOS) tidak bisa 

mengcover cecara keseluruhan. 

   Anak merupakan generasi muda yang nantinya akan mengukir bagaimana bangsa 

ini kelak. Anak juga merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga karena 

menentukan arah kemajuan bangsa selanjutnya. Maka dari itu, anak perlu mendapatkan 

perhatian akan hak-hak yang harus didapatkannya, salah satunya adalah hak untuk 

mendapatkan pendidikan. Namun pada kenyataannya, kebutuhan anak akan pendidikan 

tidak semuanya terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak yang putus sekolah yang 

terjadi di Indonesia. Anak putus sekolah merupakan anak yang tidak melanjutkan 

pendidikannya. Kasus anak putus sekolah ini merupakan kasus yang sangat rumit dan masih 

sulit diatasi sampai sekarang. Banyak faktor yang melatarbelakangi anak putus sekolah, 



 
  

  

diantaranya yaitu faktor keluarga, geografi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktor 

penyebab tersebut dapat diminimalisir dengan adanya kesadaran pendidikan dari seluruh 

pihak, baik dari pihak anak, keluarga maupun pihak lingkungan. Kesadaran akan pendidikan 

dapat menjadi dorongan yang kuat pada diri anak untuk tatap melaksanakan pendidikannya. 

Selain itu, pihak yang turut berperan dalam penanggulangan anak putus sekolah adalah 

pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan diharapkan mampu 

membantu anak agar tetap bisa melanjutkan pendidikannya. 

Sejalan dengan tugas pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir adalah 

melaksanakan kebijakan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi 

di bidang pendidikan yang berpedoman pada SK Bupati No 12 Tahun 2005 dan di antara 

fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemberian perizinan dan 

pelaksanaan pelayanan umum dibidang pendidikan, pemberian perizinan dan pelaksanaan 

pelayanan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya serta pelaksanaan 

tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Sesuai dengan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir yaitu terselenggaranya 

layanan prima pendidikan dalam memajukan dan meningkatkan pendidikan yang bermutu, 

merata, kompetitif yang dilandasi iman dan taqwa serta akhlak mulia. Artinya adalah Visi 

Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir sejalan dengan perubahan-perubahan diera otonomi 

ini, menyadari sepenuhnya bahwa peranan Dinas Pendidikan sebagai sentral desentralisasi 

dalam pengelolaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Ogan Ilir, bentuk komitmen 

tersebut dituangkan dengan cara memberikan pelayanan yang prima dalam 

menyelenggarakan dunia pendidikan agar terciptanya pendidikan yang bermutu, merata, 

kompetitif yang dilandasi iman dan taqwa serta berakhlak mulia. 



 
  

  

Selain itu juga dalam upaya untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan Kabupaten 

Ogan Ilir terdapat tiga misi yang telah dirumuskan yaitu : 

1. Meningkatkan pemerataan aksesbilitas dan kualitas pendidikan pada semua jenjang 

2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan 

3. Mendorong terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkungan 

pendidkan. 

Dapat dijelaskan bahwasanya misi pertama ditetapkan sebagai respon Dinas 

Pendidikan terhadap harapan adanya Layanan Prima dalam pendidikan yaitu tersedia secara 

merata di seluruh pelosok daerah, terjangkau oleh semua lapisan masyarakat serta bagi 

semua warga dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan 

keragaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, lingkungan dan memberikan kepastian 

bagi warga negara dalam mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan 

masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. 

Misi kedua ditetapkan berdasarkan pemikiran bahwa peningkatan peran serta 

masyarakat serta trasnparasi dalam melaksanakan pendidikan untuk semua kalangan 

masyarakat dalam memberantas buta aksara. Untuk mendukung misi ini Dinas Pendidikan 

Kabupaten Ogan Ilir memberikan pendidikan berupa pendidikan Paket A, B, dan C. 

Misi ketiga dilandasi pemikiran bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten 

Ogan Ilir harus memperhatikan juga sumber daya manusia yang baik agar tercapainya 

pendidikan berkualitas. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme 

tenaga pendidikan dengan cara mendorong dan memberikan peningkatan kualifikasi 

akademi tenaga pendidikan dan bersertifikat, dengan adanya kualitas yang baik dari sumber 

daya manusia dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berlandaskan pada budi 

pekerti yang baik. 



 
  

  

Tabel 1. Daftar Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) Perkecamatan di Kabupaten 

Ogan Ilir Tahun 2017/2018 

No Kecamatan Anak Tidak Sekolah (ATS) 

1. Indralaya 31 

2. Indralaya Selatan - 

3. Indralaya Utara 14 

4. Rantau Panjang  - 

5. Rantau Alai  - 

6. Tanjung Raja 119 

7. Tanjung Batu 58 

8. Pemulutan - 

9. Pemulutan Selatan 185 

10. Pemulutan Barat - 

11. Lubuk Keliat - 

12. Payaraman 38 

13. Kandis 163 

14. Muara Kuang - 

15. Rambang Kuang - 

16. Sungai Pinang  - 

 Jumlah 608 

 

     Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Dokumen UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan 

Ilir 2017 

Berdasarkan dokumen UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan 

bahwas masih banyaknya kondisi anak tidak sekolah dan putus sekolah yang terjadi di 

kabupaten Ogan Ilir, kondisi anak tidak sekolah  pada tahun 2017 mencapai angka 608 anak. 

Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa masih tingginya tingkat anak tidak sekolah yang 

ada di Kabupaten Ogan Ilir. Kondisi anak tidak sekolah untuk anak usia sekolah tentunya 

sangat memprihatinkan karena dimasa ini seharusnya anak- anak dapat mengenyam 



 
  

  

pendidikan yang baik, Kecamatan Pemulutan Selatan menjadi Kecamatan yang jumlah 

tingkat anak tidak sekolah paling tinggi yaitu sebanyak 185 anak. 

Rendahnya tingkat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan pekerjaan 

rumah yang tidak mudah bagi pemerintah guna memajukan peradaban dan tingkat kehidupan 

yang lebih baik dan mandiri. Rendahnya tingkat pendidikan mendorong timbulnya berbagai 

permasalahan sosial yang kian hari semakin meresahkan bangsa Indonesia. Salah satu faktor 

yang dapat menjadi tolak ukur rendahnya tingkat pendidikan adalah tingginya angka putus 

sekolah anak usia produktif (usia sekolah). Selain tingginya angka putus sekolah,  rendahnya 

minat anak bahkan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi dirasakan masih sangat kurang. Adapun satu hal pokok di atas dapat menjadi 

satu alasan betapa rendahnya tingkat pendidikan yang memang bila ditelaah lebih mendalam 

bukan hanya pemerintah saja yang perlu berpikir jauh, namun masyarakat dan tentunya para 

orang tua harus memahami benar betapa pentingnya pendidikan untuk bekal hidup maupun 

sebagai anggota dalam sistem tatanan masyarakat yang berbangsa dan bernegara. 

Kelangsungan hidup bangsa  kedepan berada ditangan anak-anak dimasa sekarang. 

Jika menginginkan kesenangan dimasa yang akan datang maka anak juga memperoleh 

haknya dimasa sekarang. Misalnya tempat bermain, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain 

sebagainya. Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa. 

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita, dan perjuangan bangsa. 

Disamping itu, anak merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian 

dan perlindungan dari berbagai ancaman dan gangguan agar supaya hak-haknya tidak 

terabaikan. 



 
  

  

Pemerintah, masyarakat dan lingkungan setempat bertanggung jawab atas terjadinya 

fenomena anak putus sekolah atau tidak sekolah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, terlebih 

khususnya Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab dalam menjamin dan memenuhi hak 

dasar masyarakat akan layanan dan peningkatan pendidikan untuk menjamin hak setiap 

masyarakat untuk mengeyam pendidikan, demi menciptakan masyarakat yang berkualitas 

maju, mandiri, dan sejahtera dengan membangun keunggulan komparatif di masing-masing 

wilayah dan didukung oleh kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang harus lebih 

baik, sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang dicanangkan pemerintah Kabupaten 

Ogan Ilir.  

Tabel 2. Daftar Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) Perkecamatan berdasarkan 

klasifikasi sekolah di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017/2018 

No Kecamatan SD SMP SMA Jumlah ATS 

1. Indralaya - 11 20 31 

2. Indralaya Selatan - - - - 

3. Indralaya Utara - 4 10 14 

4. Rantau Panjang - - - - 

5. Rantau Alai - - - - 

6. Tanjung Raja - 31 88 119 

7. Tanjung Batu 3 13 42 58 

8. Pemulutan - - - - 

9. Pemulutan Selatan 21 64 100 185 

10. Pemulutan Barat - - - - 

11. Lubuk Keliat - - - - 

12. Payaraman - 17 21 38 

13. Kandis - 99 64 163 

14. Muara Kuang - - - - 



 
  

  

15. Rambang Kuang - - - - 

16. Sungai Pinang  - - - - 

 Jumlah 608 

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Dokumen UPT Dinas Pendidikan Kabupaten 

Ogan Ilir 2017 

Masih tingginya tingkat jumlah anak tidak sekolah dan putus sekolah di Kabupaten 

Ogan Ilir khususnya di Kecamatan Pemulutan Selatan sedangkan salah satu misi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir ialah meningkatkan pemerataan aksesbilitas dan kualitas 

pendidikan pada semua jenjang yang artinya ini merupakan sebagai upaya dan tanggung 

jawab yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap harapan adanya Layanan Prima 

dalam pendidikan yaitu tersedia secara merata di seluruh pelosok daerah, terjangkau oleh 

semua lapisan masyarakat serta bagi semua warga dalam memperoleh pendidikan yang 

berkualitas dengan memperhatikan keragaman latar belakang sosial, budaya, ekonomi, 

lingkungan dan memberikan kepastian bagi warga negara dalam mengenyam pendidikan 

serta harus menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, 

bertolak dari latar belakang diatas maka peneliti memilih untuk melakukan penelitian 

tentang peranan Dinas Pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan 

Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir (Studi Pada UPT Dinas Pendidikan Pemulutan 

Selatan). 

 

 

 



 
  

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mengajukan beberapa rumusan masalah mengenai Peranan Dinas Pendidikan dalam 

Mengatasi Anak Putus Sekolah di Kecamatan Pemulutan Selatan secara singkat sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana peranan Dinas Pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah di 

Kecamatan Pemulutan Selatan?   

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya anak putus sekolah di Kecamatan 

Pemulutan Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk  mengetahui peranan Dinas Pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah 

di Kecamatan Pemulutan Selatan.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya anak putus 

sekolah di Kecamatan Pemulutan Selatan.  

D. Manfaat Penelitian 

Mengacu pada tujuan penelitian, maka hasil penelitian diharapkan memberi manfaat 

sebagai berikut:  

1. Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan kemajuan ilmu, 

khususnya kajian IIlmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan 

peranan Dinas Pendidikan dalam mengatasi anak putus sekolah.  



 
  

  

2. Hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam 

mengatasi permasalahan dalam pendidikan terutama dalam mengatasi anak putus 

sekolah.  

3. Bagi Pengelola pendidikan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam 

rangka penyempurnaan konsep maupun implementasi manajemen pendidikan 

sebagai upaya yang strategis dalam pengembangan kualitas pendidkkan 

4. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk bisa lebih mandiri dan terus 

mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup yang 

lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

  

DAFTAR PUSTAKA 

Buku : 

Hasbullah. 2010. “Otonomi Pendidikan”: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya  

Horoepoetri, Arimbi dan Achmad Santosa. 2003. Peran Serta Masyarakat Dalam 

Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: Walhi. Tim Prima Pena. 2006.   

Kamus Ilmiah Populer. Gitamedia Pres: Jakarta. 

Moloeng. 2000. “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 

Prof. Dr. Lexy J. Moleong, MA. 2012. “Metode Penelitian Kualitatif”. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya. 

Mudyahardjo, Redja. 2012. Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal tentang Dasar-dasar 

Nasution,S. 2010. “Sosiologi Pendidikan”. Bumi Aksara. Jakarta 

Pasalong, Harbani. 2007. “Teory Administrasi Publik”. Bandung: Alfabeta 

Sarundajang, S.H. 2011. “Babak Baru Sistem Pemerintahan”. Kata Hasta Pustaka. Jakarta. 

Soekamto, Soejono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta.PT Raja Grafindo Persada.  

Sugiono. 2003. Metode Penelitian Administrasi”. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. 2011. “Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D”. Alfabeta: 

Bandung.  

Suharto,Edi. 2009. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat “Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial”. Refika Aditama: Bandung 



 
  

  

Sumarjono, Selo. 1974. “Sistem Sosial Indonesia”. Rineka Cipta: Yogyakarta.  

 

Syafiie, Inu Kencana. 2006.”Ilmu Administrasi Publik”. Jakarta: Rineka Cipta 

Syafaruddin  dan  Anzizhan.  2004.  “Sistem  Pengambilan  Keputusan  

Pendidikan”. Grasindo: Jakarta.   

Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir “Buku profil Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan 

Ilir ” 

 

Peraturan Perundang-undangan : 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 

Peraturan Gubernur Sumatera SelatanNomor 31 Tahun 2009 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun  

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan 



 
  

  

 

 

Internet : 

https://www.google.co.id/search?q=skripsi+analisis+peran+pemerintah+daerah+terhadap+

anak+putus+sekolah&oq=skripsi+analisis+peran+pemerintah+daerah+terhadap+anak+put

us+sekolah&aqs=chrome..69i57.17414j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Tanggal 6 Juni 

2017 

https://sumsel.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/170. Tanggal 6 Juni 2017 

http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm. Tanggal 6 Juni 2017 

http://fajarriza.blogspot.co.id/2016/02/artikel-penanggulangan-anak-putus.html. Tanggal 

12 Juli 2017 

 

 

https://www.google.co.id/search?q=skripsi+analisis+peran+pemerintah+daerah+terhadap+anak+putus+sekolah&oq=skripsi+analisis+peran+pemerintah+daerah+terhadap+anak+putus+sekolah&aqs=chrome..69i57.17414j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.co.id/search?q=skripsi+analisis+peran+pemerintah+daerah+terhadap+anak+putus+sekolah&oq=skripsi+analisis+peran+pemerintah+daerah+terhadap+anak+putus+sekolah&aqs=chrome..69i57.17414j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.co.id/search?q=skripsi+analisis+peran+pemerintah+daerah+terhadap+anak+putus+sekolah&oq=skripsi+analisis+peran+pemerintah+daerah+terhadap+anak+putus+sekolah&aqs=chrome..69i57.17414j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://sumsel.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/170
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm
http://www.bimbingan.org/teori-analisis-menurut-para-ahli.htm
http://fajarriza.blogspot.co.id/2016/02/artikel-penanggulangan-anak-putus.html

